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ABSTRAK 

Hak Tanggungan merupakan Jaminan Kebendaan yang diberikan oleh 

debitur kepada Kreditur untuk pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. 

Hak Tanggungan telah diatur secara khusus di Peraturan Perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Nomor 37 

Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa kreditur yang memegang hak 

jaminan hak kebendaan dapat mengeksekusinya seolah olah tidak terjadi 

kepailitan dari pailitnya debitur. Dengan melihat Pasal selanjutnya yaitu 

Pasal 56 ayat (1) yang juga menyatakan secara tegas bahwa hak kreditur 

untuk mengeksekusi jaminan kebendaan milik debitur yang pailit 

ditangguhkan  untuk jangka waktu terlama 90 hari sejak Debitur tersebut 

dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Sedangkan Pasal 21 

Undang-Undang Hak Tanggungan Menyatakan bahwa apabila debitur pailit, 

Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala haknya menurut 

ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. Kedua ketentuan  yang ada 

pada Undang-Undang Kepailitan tidak konsisten dalam menerapkan 

hukumnya. Maka  rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana 

kewenangan kreditur separatis terhadap eksekusi jaminan dari debitur yang 

berada dalam kepailitan? (2) Bagaimana upaya Bank sebagai kreditur 

separatis dalam usaha pelunasan utang debitor pailit? Metode penelitian ini 

menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kreditur separatis berhak mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan 

debitor dan seoalh olah tidak terjadinya kepailitan dari debitor, akan tetapi 

akan tetapi kreditur separatis tetap harus menangguhkan eksekusinya 

maksimal 90 hari setelah adanya putusan pailit. Apabila objek jaminan yang 

dieksekusi tersebut ternyata tidak memenuhi seluruh piutangnya, maka 

kreditur separatis dapat memohon agar kekurangannya diperhitungkan 

sebagai kreditur konkuren. 

Kata Kunci : Kewenangan Kreditur Separatis, Eksekusi, Ditangguhkan. 
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ABSTRACT 

Mortgage rights are material guarantees granted by debtors to creditors for 

repayment of debt if the debtor defaults. Underwriting rights have been 

specifically regulated in the legislation, namely Law Number 4 of 1996 

concerning Mortgage Rights. In Article 55 paragraph (1) the Bankruptcy 

Law Number 37 of 2004 states expressly that the creditor who holds the right 

to guarantee property rights can execute it as if there was no bankruptcy 

from the bankruptcy of the debtor. By looking at the next Article, namely 

Article 56 paragraph (1) which also expressly states that the creditor's right 

to execute material guarantees belonging to a bankrupt debtor is suspended 

for a maximum period of 90 days after the Debtor was declared bankrupt by 

the decision of the Commercial Court. Whereas Article 21 of the 

Underwriting Rights Act states that if the debtor is bankrupt, the 

Underwriting Right is still authorized to exercise all of its rights according to 

the provisions of the Underwriting Rights Act. The two provisions in the 

Bankruptcy Act are not consistent in applying the law. So the formulation of 

the problem raised is (1) How is the authority of the separatist creditor to 

guarantee the execution of debtors who are in bankruptcy? (2) What are the 

efforts of the Bank as a separatist creditor in the business of paying off debts 

of bankrupt debtors? This research method uses normative juridical 

research, using primary, secondary and tertiary legal materials. The results 

of this study indicate that separatist creditors have the right to execute 

material guarantees given by the debtor and if there is no bankruptcy from 

the debtor, however, the separatist creditor still has to suspend the execution 

a maximum of 90 days after the bankruptcy decision. If the object of the 

collateral executed does not fulfill all of its receivables, then the separatist 

creditor can request that the shortfall be calculated as a concurrent creditor. 

Keywords: Authority of Separatist Creditors, Execution, Suspended. 
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